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ABSTRAK 

Pembangunan pada dasarnya berencana untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pembangunan ialah metode multifaset yang termasuk modifikasi besar 

saat wujud sosial, kelakuan penduduk dan lembaga-lembaga nasional serta 

percepatan kemajuan ekonomi, penurunan ketimpangan, dan penumpasan 

kemiskinan (Bryant dkk, 1989). Pandangan perbaikan Nasional telah mengalami 

perubahan yang luar biasa, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi 

paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal 

dengan istilah pembangunan masyarakat. Infrastruktur perdesaan sebagai 

infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses kepada pelayanan dasar 

maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin, 

2010).  

 

Kata kunci: Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ialah metode multifaset yang mengingat metamorfosis 

signifikan untuk wujud sosial, mentalitas penduduk dan lembaga nasional serta 

kecepatan perkembangan ekonomi, penurunan ketimpangan, dan penumpasan 

kemiskinan (Bryant dkk, 1989). Pandangan pembangunan nasional telah 

mengalami perubahan yang besar, dari pembangunan yang berbasis pada negara 

menjadi pandangan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau disebut juga 

pembangunan masyarakat. Upaya untuk tercapainya keberhasilan penggolongan 

penduduk desa, hingga semua strategi persiapan, kategori, perwujudan, kontrol 

serta penilaian asfiksi mesti menyebutkankan penduduk, sebab masyarakat 

menangkap masalahan serta harapan dalam rangka membentuk daerah karena 

mereka nanti untuk menggunakan serta mengukur akan beruntung atau tidaknya 

perbaikan di wilayah mereka. 

Pemerintah sekarang ini telah mewariskan kekuasaan yang digerakkan oleh 

desa serta ketua desa yang bisa dibagikan tugas atau delegasi dari penguasa Negara 

kota ataupun penguasa Negara daerah untuk melakukan urusan penguasa Negara 

spesifik, seperti disusun dalam UUD Nomor 6 Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 

dan 2. Proses pembangunan waktu ini harus menekuni dan focus pada prinsip 

pembangunan dari bawah (grasroots), memelihara kerukunan adat, dan mendepak 

tinggi taraf dan keleluasaan untuk manusia. Gagasan yang banyak di angkat saat 

prosedur pemberdayaan merupakan teori kedaulatan dimana strategi perbaikan 

direncanakan dengan efisien sehingga pribadi walaupun penduduk merupakan 

topik dari perbaikan. Kekecewaan beraneka ragam strategi perbaikan perdesaan 

masa lalu merupakan dikarenakan penataan, perwujudan dan penilaian strategi 

perbaikan tiada menyertakan penduduk.  

Pembangunan prasarana ialah salah satu gambaran dari perhatian penguasa 

Negara, bentuk dari tipe perbaikan ini ialah strategi Pembangunan prasarana 

Pedesaan (PPIP). Maka dari itu, dalam pembangunan prasarana desa layak 

ditetapkan oleh penduduk itu sendiri untuk mengharuskan berseminya 



kepercayaan/kerjasama penduduk dalam tahapan perwujudannya. Bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih terdapat faktor penghambat dalam 

perwujudan perbaikan prasarana khususnya SDM yang menurun atau penduduk 

yang kurang tanggap. Kesuksesan perbaikan prasarana di Desa Subergondo, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sangat ditetapkan oleh persekutuan, system sera 

sinergitas yang teguh dan saling memastikan antara penguasa desa, penguasa 

kecamatan, penguasa kabupaten, DPRD, bahkan karakter keterlibatan penguasa 

Provinsi dan penguasa pusat, terpenting bantuan dari para pemangku keperluan 

lainnya yaitu pemimpin masyarakat, pemimpin agama, Lembaga Sosial 

Masyarakat, pelaku yang berpendidikan tinggi serta wiraswastawan, kerjasama, 

sistem, sinergitas, dan keterlibatan penduduk desa. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? 

2. Bagaimana variabel penghambat dan faktor pendukung Partisipasi 

Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur di Desa 

Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kerja sama warga Dalam Program Perbaikan Infrastruktur 

di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui variabel penghambat dan variabel pendukung kerja sama 

warga dalam program perbaikan infrastruktur di Desa Sumbergondo, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik, hasil eksplorasi ini diinginkan mampu memberikan 

manfaat dalam perkembangan pengetahuan pemerintahan khususnya yang 

berpusat pada analisis kerja sama warga dalam perbaikan infrastruktur. 



2. Manfaat praktis, Untuk melihat macam mana gambaran serta tingkat kerja 

sama warga serta tugas pemerintah desa dalam proses perbaikan 

infrastruktur di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 
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